== 207 =

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KESUMEN
NOMOR : 12 TAHUN 1901
TENTANG N A
PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMDERHENTIAN
SEXKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.
" DENGAN RAKEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - IT KEBUMEN

Meninbang : bahwa watuk kelmncuran ponyelen caracn pererintahar secara berda
yaguna dan bcrhagllguna sesual denpgan perkembangan pembanzunan =
naka dalan rangka pelaksanaan pasal 15 dan pasal 16 Undang=Undang
Nowor 5 Tahun 1979 tentang Penerintahan Desa, dipandang perlu un
tuk nonetapkan Peraturan Daerah tentang Persyaratan, Tata Cara -

Penganskatan dan Pemberhentian Sokrotqris Desa,' Kepala Urusan -
serta Kepala Dusun.

Mengingat : le Undang=Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemorine
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tahan di Dacerah (Lembaran Negars Tahun 1974 Nomor 38, Tambah~
an Lenbaran Negara Nonor 3037) 3

Undanz=Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerﬂhr
Dacrah Kabupaten delan lingkungod Propinsi Jawa=Tengah Jo Per
aturan Pemerintah Nonor 32 Tahun 1950 H

Undang=Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa =
(Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tanbahan Lenbaran Negaw=
ra Nomor 3153) ;

Peraturan Mentori Dalam Negori Nomor 1 Tahun 1981 tentang Sue
sunan Orpanisasi dan Tata Kerja Pencrintah Desa dan Perangkat
Desa

Poraturan Menteri Dalam Neberi Norior 2 Tahun 1981 tentung Pen
bentukan Lembaga Musyawarah Desa 3

Pernturan Menteri Dalam Negeri Nowmor 8 Tahun 1981 tentang Por
sy-rotan, Tata Cara Pengangkatan dan Penberhentian Sekretaris
Desa, Kepala serta Kepala Dusun. A

Dengan persetujuan. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tin@kat -

11 Kebunen,
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MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN. TENTANG -
PERSYARATAN, TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETA =~
RIS DiSA, KEPALA URUSAN SERTA KEPALA DUSUN.

BAB«1I
KETENTUAN . UMUM ..,

Pasal 1.

Dalan Peratursn Dacrah ini yang dimaksud denszan @

l. Desa adelah suatu wilayah yans ditenmpati olch sojumlah pendudulk sehwgai -
kesatuan nasyarnkat termasuk didplarmya kes:tuan masyarakat hukun yang -
neripunyai orpganisasi pemerintohan terendah langsung dibawah Canmat dan bex
hok menyelenginrokon runsh tangsenya sendiri dalem ikatan Nepara Kesatuan
Ropublik Indonesiae :

2. Qlisu,n Qdalgl l.‘.oco'oooacool
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2, Dusun adelah bagian wilayah dalan desa yang merupakun llngkungan kexrja me

laksanakan pemerintahan Desa H

3, Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaaa pernusyawnratan/ pernufakatan yang

(1

(o)

~

&

Yang dapat diangkat menjadi Sckretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk 3

keanggotaannya terdiri atas Kepala-Kepala Dusun, Pinpinan Lembaga~Lenbaga
Kemasyarakatan dan Pcmuka-Penukn masyarakat di Desa yang bersangkutan,

B A B - II
LOWONGAN SEKRETARIu DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN

Pasal| 2.

Jabatan Sckretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong, karena =
berhenti atgudlberhentlkan oleh Pejabat yang berwenang nengangkat karena=

e mcnlnbgal dunla H

be atas permlntaan sendiri ;

ce telah diangkat poaabat yang. baru ;.

de tidak lapgi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimak =

7 sud dalarpasal 3 .dan pasal 4e

c;‘txndakan-tlndakannya_yan~ menghllangkan kepercayaan penduduk Desa terw
hadap kepemimpinannya schagail scorang pejabat Pemerintah Desa

fo telah nencapal 65 tahun 3 ‘ C

ge Sebabmsebab lain yangs bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang

‘undangan dan atau norna~norma dalan kehidupan nasyarakat desa setempats

Dalam hal jabatan Sekrctaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun lowong =
nako Kepala Desa menunjuk scorang Penjabat dari Peranpgkat. Desa.dan selan -

bat~lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan -
pengan katannya,

BAB - III

PERSYARATAIN SEKRETARIS DESA,
KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN -

Pasal 3e

Desa Warga Negara IndonesiL yang 3

ae
be

de

bertagwa kepada Tuhan Yang Ilaha Esa

Setia dan taat kepada Pancasila, Uhdang—Unuang Dasar 1945, Negara dan Penmg
rintah Republik Indonesia j

berkelakukan baik, jujur, adil, cardas dan berw1bawa 3

tidak pernah terlibat langsung atad tudak langsung dalan suatu kegiatan -
yang menghianati Negara Kcsatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancg
sila dan Undang=-Undang Dasar 1945, seperti Ge30 S/PKI dan atau kegiatan-ke

glatan organisasi terlaran;; lainnya ;'

Ce

fe

tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputus—
an Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, kercna tindak pidana =
yang dlkenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ; _
terdaftar sebagai penduduk dan bertenpat tingzal tetap di Desa yang ber -

- sangkutan sekurang-kuranbnxa 1 (satu)’ tahun terakhir dengan tidak terputus
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sekurang-kurangnys tidak bcrunur 20 (dua puluh ) tahun dan setinggi-tinggi
nya 56 tahun j |

8ehat jasmani dan rokhani ;

sekurang=-kurangnya berijazah Sckolah Imnautan Pertana:-atau yang berpengeta
huan/ berpcn alaman yang sederajat dengan itu.

‘Pasal 4.
ang dapat diangkat nenjadi Kepala Dusun adalah penduduk Desa Warga Negara=
epubllk Indonesia yang :

Qe bertggﬂz_a, Gesscsovsobssessssnnne
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de

fo
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bertagwa kepada Tuhen Yang Haha Esa ;

sgtia dan taat kepads Fancasila; Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Perg
rintah Republik Indonesia ; Ly L L ‘ :

berkelakuen baily, jujur, adil, cerdas dan berwibawa ;

tidak pernah Ferlibat langsung atau tidak liangéu'ng dalan-suatu kegiatan -
yang mengkhinnati Negara Kesatuan Republik Indonesia -y_ang'b‘erda_.sarkan Pan-
casila dan U:dans~Uadang Dasar 1945, seperti Go30 S/PKI dan atau kegiatan-
kepgiatan orginisasi torlarang lainnya ;3 - : - :

tidak \sgdang,i nenjalnnken pidans penjara atau kurungan berdasarkan Keputus—
an Pengadilai: yang telih nenpunyai kekuatan pasti, kareaa tindak pidana -~
yang dikeneliwr ancarnn pidana sekurang-kurangnya.'5 (lina) tahun.

terdaftar coisope’ neadudul: dan berienpat tiy noal tetap didesa yang bhersang

kutan sekuo:.g-Xurongaya selama 1 (satu) tahun bterakhir dengan tidak terpu

- tus=-puvus ;5 ¢

sekurang-ku: wagnyes telah beruvnur 20 (duapuluh) tahun dan setinggi-tinggi -

“ nya 56 ( Jiita puluh cnom ) tahunm g

Je

(1)

sehat jasmeaai dan rckhani

o Sekurang=k r1ongryo berijasah Sckolah -Lanjutan Pertana atat. yang 'perpen’gctg.

huap/ “berpingalanan yang sederajat dengan itu j A -

; Pagsal 5 v _
Dikscualilan deri 'solentuan-ketontuan sebagoinana dimoksud pasal 3 huruf
e dan prizal 4 hur:® e tidak dapat diangkat sobagal Sekretaris Desa, Kepa
la Urus:ia dan Kepala Dufan @ ' : ~
ae. sode g nenjalantan hukunan per.jara atau kurunzan j :
be per ial menjalaiican hukoman peajara etau kurungzan karena tindait pidana

yan;, dikenalan ancaman pidana sekurang-kuranghya 5 (lima) tahw? §- -
ce yar.: masih nen:aggu keputusan banding/kasasi kerena tindak pidoua atas

ke)utusan Pengnlilan.

(2) Tidak dapat dienncal sebagal Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepa'la =

(1)

(@

(3

(4)

“Dusw. adoiah nereta vang menpuryal hubungan keluarga dengan Kepala Diesa~

Cdan nostrinye sanpilo derajet pertarma baik keatas, kebawah maupun kesan PiNgGe
. P LADB -~ IV ; .
PENCAT,ONAN SEIRETARTS DESA,KUPATA URUSAN DAN KEPATA. E
" DUSTN, . ; - e

Zesal 6 °

‘Pencalonan Solfrectaris Deua, Hopala Urusan den Kepala Dusun diajukan olch=

Kepala Desa sacara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengangkat de =
npan dilengkapi keterangane—ke teransan yang diperlukan sebazaimans dinak -~

sud pasal 2:dcwa pasal 4 _ v
Pencalonan dirinkand dalem ay:it (1) dilakukan olch Kepala Desa setelah men
: ; . . . L

dengar pertinl)angen dard. Pirnizan Lenbaga Musyawarah Desa
Jurmlah calon :rang diveulkan selikite dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-

banyalaya 3 4 tiga) Orong. . .

Calon (imakst 1 ayat (3) Pasal :ni adalah polamar yang lulus ujion penye =

ringan melalu i tahap=-tahap : : . . ,

a. Pelamar nc nhajukan lamaren {engan tertulis @angan serdiri diatas kextas
bernmeterai kopada Canat melzlui Kepala Desa dengan tanda terina $

be Kepala Der ' mencliti persyaratan pelamar yong diterina dan mengajukan = '
gecara ter sulis kopada Camat dengan dilongkapi kotorangan-keterangan Sg i
bagaimanz, dinrksud dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini unrn - §

Ctule diuds o
L}
; ’ : Co'Bahah u;iia-n 'ocgooo.oo.o.'.-...-.l.
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c» Bahan ujian disusun olch Pahitya Ujian Penyaringan nenurut pedonan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Kebumen |3 selain mata ujian tersebut khusus wn = » ‘
tuk Kepala Urusan Kesra diuji secara lesan tentong pengetahuannya dibidang |
keaganaana ' ' ;

d. Panitya Ujian Penyeringan di Tingket Kecamatan dibentuk oleh Bupati Kepa =
la Daerah Tingket IT Kébumen terdiri dari unsur-unsur Pemerintahan, P dan
K, Kantor Sosial Politik Tingkat II Kebumen.; -

©o.Calon yang dimintakan pertimbangan dari Pinpinan Lenbaga Musyawarah Desa = "
sebagaimana dimeksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalsh Polanar !
yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan pertimbangan Pimpinan Lembage !
Musyawarah Desa diberikan olch Kepdla Desa setolah mengadakan pernusyawarg }
tan dengan para anggota Lembaga Musyawarah Desa. :

"BAB=-V
. PENGANG.(ATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN
v PD,SO.l Teo

(1) Sekréfarisfbesa diangkat- oleh. Bupati- Kepala Dacrah Tingkat II Kebumen dari
calon yang diusulkan olch Kepala Desa setelah nendengar pertinbangan Canate

(2) Pertimbanzan Camat scbagaimana terscbut ayat (1) Pmsal ini disertai pula =
’ ) dengan data hasil ujianvpenyaringan. -

(3) Kepala Urusan dan Kepela Dusun diangkat oleh Camnt atas nama&Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Kobumen dari calon Yang diusulkan oleh Kepaila Desae

"(4) Pelaksanaan penganskatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun -
dilakukan setelah: para ¢alon dimaksud diadakan sclcksi dalam bentuk uilon-
penyaringan. » - .

(5) Apsbila timbul persoalan nmengenad syah'atau'tidaknya penzangkaitan Sekrota~
ris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun, moka Bupati Kepals Dawerah Ting =

kat II Kebunen mennpmbil keputusan terakhir dan nengikat e

| . BAB-VI o :
—— PEIBERKENTIAN SEMENTARA DAN P.2OERHENTIAN SEKRET'A

RIS DESA,,KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN,
Pasal Be

(1) Sekretaris Desa, Xepala Urusan dan Kepala Dusun yang diﬁuduh‘atau tersang~
kut dalam suatu tindak pidana atas usul Kepala Desa dapat diberhe.ntikan sg
mentara. ' '

(2) Sekrctaris Desa, Kopala Urusan dan Kepala Dusun yongs ada petunjuk tidak me
nmenuhi syarat scbersainana dimgksud Pasal 3'dan Pasal 4 Peraturan Dacrah =
ini dan melakukan tindakan scbagaimna tersebut Pasal 2 ayat (1) Peraturan

" Daerah ini, dapat diberhentikan scrmentara dari jabatannya. .

(3) Pemberhentian sementara sebagainana dimaksud dalan ayat (1) pasal ini, seo=
© lama-lananya 1(satu) tahun dan pemberhentian sericntara sebagainana dinak -
sud ayat (2) Pasal ini selama~lananya 6(enan) bulan,

(4) Pemberhentian senentara dilakukan dengan Keputusan Penjabat yang berwenang
‘ nenganckat '

(5) Selama Sckretaris Desa, Kepala 'Upusan dan Kepals Dusun dikenakan ponberhon

tian sementara, naka pekerjaan sehari~hari dilakukan Kcipala Desa atau Pcja
bat lain yang ditunjuk olech Kepala Desa. ' :

(6) Atas usul dan saran dari Kep=la Desa dengan berdasarkan. Keputusan Pengadil
- . an yang telah nenpunyai kekuatan pasti maka Pcjabat yaruz berwenang nengang
kat, mencabut Surat Keputusan Pemberhontian Senentara yrang bersangkutan un
tuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyratakan tidak bersa-—
-+ lah atau diberhentikan dalan hal yang bersanskutan dinyratakan bersalah.

(7) Yan{; dapat .o,.oﬁc ssenee
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(7) Yang dipat dikukuhkan/diangkat lkerbali sebagaimana dinmaksud .dalam ayat
(6) pasal ini adalah mereka yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri
dibebaskan dari segala tuduhan atau. setelah diadakan percriksaan, petun-
Juk sebagainana. tersebut dalan ayat (2) pasal ini tidak terbukti, '

(8) Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan scnen-
tara darl jabatannya, nmendapat penghasilen scbesem 50% (lipuluh persen)
dari bengkok senula dan selebihnuysa dinasuklkon Kas Desas

Pasal O -

Sckretaris Desa, Kocpala Urusan dan Kepaia Dusun berhenti atau diberhentikan
olch Pejabat yang berwenang nengangkat, kKarena seba®™ gebagai dinaksud dalam
Pasal 2.

BAB - VII
KETENTU AN PERALIHAN
Posal 10

(1) Pamong Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah menja~
bat Pamong Desa diberhentikan dazi jabatannye untul kerucian dengan ton=
perhatikan tugoas dan fungsi Jabatan yang dipangiu sebclunnya, diangkat -
dalan jabatan nenurut Peraturan’ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebuse. -
nmen tentang susunan Organisasi cdan Totakerja Penerintahan Desa dan Pe-
rongkat Desae * ) '

(2) Pamong Desa yang pada sact berlakunya Peraturan Deerah ini tidak memenuhdi
syarat wmur sebagainana dinalsud passl 2 ayat (1) huruf f Peraturan Dae-
rah ini, diberi kesempatan bekerja terus scloma-lamanya 2 (dua) tahun.

(3) Atas usul Keprla Dosa, Crnnk nengangkat seorang Penbantu Kepala Urusen
+ sebagal pengganti Kepnla Urusncn loviong, sepanjong jumlah penbantunya me=
lebihi ketentuan pasal 2 oynt (7) Peraturan Drerah Kobujnton Daerah Ting-
kat IT Kebumen tentang Susuncn Orgrnisasi don Tntokerja Penerintah Desa
dan Perangkat Desaa ' ’
BAB - VIII
KETENTU AN PENUTUP
Pasal 11
Dengan Derlokunya Poraturan Drernh ini, nmoka. semua Peraturan yang menga-
tur riengenai Persyaraton, Tatagara Poaganghotan dan Punberhentinn Sekretaris
Desa, Kepala Uruson serta Kepnla Dusun don ketentuan? lain yang bertentangan
dengan Peraturan Dncrah ini dinyatalkan tidsk Lerloku. .
Pasal 12 :
Hol-hal yang belun diatur delam Perntursn Daernh ini, skan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Drerah Tingk~t II Kchunen.
, Poasal 13
Peraturan Daerah ini nulai berlalku- sejak hari pertana setelah pengundang-
annyae ) ’
Kebumen, 23 M E I 1981,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT IT
KABUPATEN DABRAH TINGKAT II KEBUMEN, { EBUMEIEN :
Wokil Ketua, ;
ttde _ ttd. )
H.M, HANIFUDDIN BA, Drs,DADIJONO JUIDOPRAJITHO, -

Disahken olelr Gubernur Kepalna Dacreh Tingknt I Jafeng dengan SeK. Tgle
" 15 Nopember 1981. Dimuat dalam Lenbaren Dacroh Seri D Nomor 9.
Sckretaris Wilayah/Dnérah,
, tlid, .
SOEPARNO_SH,
NIP,01C012919,






